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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan 

Pemerintah Daerah Kota Palopo sebelum dan setelah adanya kebijakan 

Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran tahun 2019 dan 2021.  

Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif menggunakan 

data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan dokumentasi. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah 

metode purposive sampling. Sehingga sampel dalam penelitian ini yaitu laporan 

tahunan Pemerintah Kota Palopo tahun 2019 dan 2020. Alat  analisis  yang  

digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Uji  Beda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa rasio kinerja keuangan daerah sebelum dan selama 

Refocusing terjadi perbedaan dalam aspek kemandirian daerah, efisiensi, dan 

belanja modal.  

 

Kata kunci: Refocusing, Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio 

Efisiensi, Rasio Belanja Modal. 
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ABTRACT 

 
This study aims to analyze the financial performance of the Palopo City 

Government before and after the policy of refocusing activities and reallocating 

the 2019 and 2021 budget. 

This research method is a type of quantitative research using primary data and 

secondary data with data collection techniques using documentation. The sample 

selection method in this study is a purposive sampling method. So that the sample 

in this study is the annual report of the Palopo City Government in 2019 and 

2020. The analytical tool used in this study is the Difference Test. The results of 

this study indicate that the ratio of regional financial performance before and 

during refocusing there are differences in regional independence, efficiency, and 

capital expenditure. 

 

Keywords: Refocusing, Financial Performance, Regional Independence Ratio, 

Efficiency Ratio, Capital Expenditure Ratio. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan penyebaran Covid-19 yang sangat cepat, sehingga 

menyebabkan dampak pada berbagai sektor kehidupan. Krisis yang disebabkan 

oleh Covid-19 tidak hanya krisis kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga krisis 

ekonomi. Pemerintah memberlakukan kebijakan yang membuat mobilitas 

masyarakat terbatas pada semester I 2020, sehingga menurunkan aktivitas 

ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 2,97% pada 

triwulan I 2020 dan terkontraksi 5,32% pada triwulan II 2020. Perekonomian 

Indonesia mulai membaik pada semester II 2020. Pemerintah melonggarkan 

kebijakan mobilitas masyarakat dan meningkatkan realisasi stimulus fiskal untuk 

konsumsi masyarakat kelas bawah, sehingga perekonomian masyarakat mulai 

bergairah. Kontraksi pertumbuhan ekonomi di triwulan III berkurang menjadi 

3,49% dan pertumbuhan ekonomi membaik di triwulan IV walaupun masih 

terkontraksi 2,07% (Bank Indonesia, 2021).  

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan percepatan penanganan 

Covid-19. Kebijakan tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 

Lingkungan Pemerintah Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan 

Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan  Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19). Berdasarkan Permendagri tersebut pendanaan untuk antisipasi  

dan penanganan dampak penularan Covid-19 dibebankan langsung kepada 

APBD. (Hidayah, et.al, 2021: 122-147) 

Cara yang dapat dilakukan untuk pembebanan tersebut, yaitu penggunaan 

Belanja Tidak Terduga yang ada di Anggaran Tahun 2020, melakukan 

penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan tahun berjalan, dan 

menggunakan uang kas yang ada. Dalam Permendagri tersebut belum 

menggunakan istilah Refocusing , namun menggunakan istilah penjadwalan ulang 

capaian program dan kegiatan. Sedangkan Instruksi Presiden berisi kebijakan 

yang dilakukan untuk percepatan penanganan dampak Covid-19, salah satu 

kebijakannya yaitu melalui revisi anggaran dengan memfokuskan anggaran pada 
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kegiatan-kegiatan tertentu (Refocusing). Pemerintah mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Melalui peraturan 

ini pemerintah menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas 

sistem keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 

l9). (Mutia Agnika, and Sugih Sutrisno Putra. 2021: 493-503.) 

Terdapat kebijakan keuangan negara yang diatur oleh Perpu ini, salah 

satunya kebijakan belanja negara yang di dalamnya termasuk kebijakan di bidang 

keuangan daerah. Kebijakan mengenai keuangan daerah, Pemerintah Daerah 

diberi kewenangan untuk melakukan Refocusing kegiatan, realokasi anggaran, 

dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Arahan Refocusing di 

lingkungan Pemerintah Daerah diatur oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri 

Nomor 1 Tahun 2020. Instruksi tersebut berlaku pada 2 April 2020. Pemerintah 

Daerah harus menyelesaikan perubahan APBD tujuh hari setelah diberlakukannya 

instruksi ini. Instruksi ini dilengkapi dengan lampiran tata cara percepatan 

pengutamaan penggunaan alokasi anggaran. Pemerintah daerah mengutamakan 

penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Tahun 

Anggaran 2020. Belanja yang diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, 

penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan social safety net/jaringan 

pengaman sosial. Jika Belanja Tidak Terduga (BTT) tidak mencukupi, maka 

Pemerintah Daerah melakukan Refocusing dan realokasi anggaran. (Onibala, 

Anjelia, Tri Oldy Rotinsulu, and Ita Pingkan Fasnie Rorong. 2021: 67-89.)  

Pemerintah mengatur pengutamaan penggunaan Refocusing kegiatan, 

realokasi anggaran, dan penggunaan APBD dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 39 Tahun 2020. Dalam peraturan ini Pemerintah Daerah 

melakukan penyesuain alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan 

pembiayaan daerah. Penyesuaian tersebut menjelaskan lebih terperinci 

penggunaan anggaran dari masing-masing komponen APBD. Selanjutnya 

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 

119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020. Keputusan ini tentang percepatan 

penyesuaian APBD untuk penanganan Covid-19 serta mengamankan daya beli 

masyarakat dan perekonomian nasional. Dalam keputusan ini Kepala Daerah 
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diminta untuk melakukan pengutamaan penggunaan anggaran dengan realokasi 

anggaran, pemberian bantuan sosial, dan menerapkan pola padat karya tunai 

dalam pelaksanaan belanja modal. 

Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2021 menganggarkan Refocusing 

untuk penanganan dampak Covid-19, anggaran yang diRefocusing tersebut 

diberikan kepada Perangkat Daerah yang telah diberi tugas untuk penanganan 

dampak Covid-19. 

Menteri Keuangan mengimbau agar Pemerintah Daerah melakukan 

penghematan pada belanja yang kurang produktif dan fokus untuk menangani 

dampak Covid-19. Refocusing kegiatan dilakukan dengan cara menunda atau 

membatalkan kegiatan yang tidak prioritas seperti perjalanan dinas dan kegiatan 

lainnya yang tidak dapat dilaksanakan pada kondisi darurat seperti pandemi 

Covid-19, sehingga anggaran bisa direalokasikan (Kementerian Keuangan, 2020). 

Anggaran yang diRefocusing pada DPRD Kota Palopo adalah anggaran 

pembangunan gedung DPRD, pembangunan Masjid Islamic center Kota Palopo, 

dan anggaran penanganan covid-19i. Pemerintah Kota Palopo menetapkan 

Peraturan Walikota Palopo Nomor 5 Tahun 2021. Peraturan ini mengatur 

Refocusing dan realokasi anggaran, dilakukan dengan mengoptimalkan 

penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang sudah ada pada APBD Tahun 

Anggaran 2020. Belanja Tidak Terduga diprioritaskan untuk penanganan 

kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan social safety net 

pengaman sosial. Dalam peraturan ini dirincikan terkait item-item yang boleh 

dibelanjakan sesuai dengan belanja yang diprioritaskan.  

Berbagai penelitian dengan tema APBD di masa pandemi Covid-19 sudah 

dilakukan di antaranya: Sanjaya (2020); Lestyowati dan Kautsarina (2020); 

Sayadi (2021); Basri dan Gusnardi (2021). Penelitian yang dilakukan Sanjaya 

(2020) membahas tentang kebijakan penganggaran daerah pada Pemerintah 

Daerah Provinsi Banten, Lestyowati dan Kautsarina (2020) juga melakukan 

penelitian yang sama yaitu menganalisis pelaksanaan kebijakan Refocusing 

kegiatan dan realokasi anggaran BDK Yogyakarta. Basri dan Gusnardi (2021) 

melakukan penelitian yang berbeda, yaitu pengelolaan keuangan pemerintah di 
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masa pandemi Covid-19 pada Pemerintah Provinsi Riau. Sedangkan Sayadi 

(2021) melakukan penelitian tentang analisis kinerja pendapatan negara selama 

pandemi Covid-19. Kinerja pendapatan negara selama pandemi Covid-19 tahun 

2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan 

tahun 2019 pada periode yang sama (Sayadi, 2021).  

Dengan demikian peneliti tertarik melakukan penelitian tentang kinerja 

keuangan pemerintah daerah Kota Palopo setelah Refocusing . Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalis kinerja keuangan daerah Kota Palopo sebelum 

Refocusing yang kemudian dibandingkan dengan kinerja keuangan daerah Kota 

Palopo setelah Refocusing , peneliti akan memaparkan program dan kegiatan yang 

mengalami Refocusing di masing-masing perangkat daerah, dan memaparkan 

perangkat daerah yang melakukan pendanaan melalui BTT untuk penanggulangan 

dampak Covid-19. Objek penelitiannya adalah Pemerintah Daerah Kota Palopo. 

Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pemerintah 

Daerah Kota Palopo. Maka penulis mengangkat judul penelitian ini yaitu 

“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo Sebelum Dan 

Setelah Kebijakan Refocusing Anggaran”. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Teori Agency 

Agency theory menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu 

principal dan agent. Agency theory membahas tentang hubungan keagenan dimana 

suatu pihak tertentu (principal) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain 

(agent) yang melakukan pekerjaan. Agency theory memandang bahwa agent tidak 

dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan 

principal (Tricker, 1984 dalam Puspitasari 2013).  

Sedangkan penelitian Fama dan Jensen (1983) dalam Puspitasari (2013) 

menyatakan bahwa masalah agensi dikendalikan oleh sistem pengambilan 

keputusan yang memisahkan fungsi manajemen dan fungsi pengawasan. 

Pemisahan fungsi manajemen yang melakukan perencanaan dan implementasi 

terhadap kebijakan perusahaan serta fungsi pengendalian yang melakukan 
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ratifikasi dan monitoring terhadap keputusan penting dalam organisasi akan 

memunculkan konflik kepentingan diantara pihak-pihak tersebut 

(Puspitasari,2013). 

Menurut Lane (2000) dalam Purniasari (2016) menyatakan bahwa teori 

keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Negara demokrasi modern 

didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Agency theory 

beranggapan bahwa banyak terjadi information asymmetry antara pihak agent 

(perusahaan) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi  dengan pihak 

principal. Perusahaan harus dapat meningkatkan pengendalian internalnya atas 

kinerja sebagai mekanisme checks and balances agar dapat mengurangi 

information asymmetry.  

Berdasarkan Agency theory Internal Control harus diawasi untuk 

memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada 

berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Meningkatnya internal control 

perusahaan menjadi lebih berimbang terhadap perusahaan yang artinya 

information asymmetry yang terjadi dapat berkurang. Kemungkinan untuk 

melakukan kesalahan menjadi lebih kecil dikarenakan semakin berkurangnya 

information asymmetry (Puspitasari,2013). 

2. Evaluasi Kinerja Anggaran 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 

tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana 

Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, evaluasi kinerja anggaran merupakan 

proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran 

tahun berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi 

dalam rangka peningkatan kinerja anggaran.Makna evaluasi kinerja anggaran 

dalam pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja tersebut sejalan dengan 

penjelasan Mardiasmo (2002) bahwa pengukuran kinerja pemerintah dilakukan 

untuk memenuhi 3 (tiga) tujuan, yaitu memperbaiki kinerja pemerintah, 

membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, serta 

mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi 

kelembagaan.( Mardiasmo, 2002). 
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 Lebih lanjut, Suliantoro (2020) mendetilkan bahwa tujuan pengukuran 

pengukuran kinerja meliputi look back, look ahead, compensate, motivate, roll up, 

cascade down, dancompare. Pengukuran kinerja dalam tujuan look back 

memungkinkan organisasiuntuk melihat ke belakang dan melakukan kegiatan di 

masa lalu. Tujuan look ahead berarti hasil pengukuran kinerja di masa lalu dapat 

menjadi dasar penyusunan atau penentuan target kinerja di masa datang. Tujuan 

compensate dimaknai bahwa pengukuran kinerja memungkinkan pelaksanaan 

evaluasi bagi individu untuk selanjutnya dapat diberikan kompensasi sesuai 

dengan kinerja yang dicapai. Tujuan motivateberarti hasil pengukuran kinerja di 

masa lalu dapat dijadikan sebagai motivasi dalam penyusunan atau penentuan 

kinerja individu di masa yang akan datang. Selajutnya, roll upberarti pengukuran 

kinerja dapat memungkinkan organisasi untuk memetakan dan mengkompilasi 

kinerja di level unit terendah ke level tertinggi. Tujuan cascade downbahwa 

pengukuran kinerja memungkinkan organisasi memetakan dan melakukan 

derivasi kinerja di level unit tertinggi ke level unit terendah (Suliantoro, 2020).  

Sementara itu, tujuan compare dimaknai bahwa pengukuran kinerja 

memungkinkan organisasi untuk membandingkan antar unit dalam suatu 

organisasi. Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran, salah satu bentuk 

evaluasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

214/PMK.02/2017 tersebut adalah evaluasi kinerja anggaran reguler. Jenis 

evaluasi tersebut terdiri dari 3 (tiga) jenis evaluasi yaitu evaluasi kinerja anggaran 

atas aspek implementasi, evaluasi anggaran atas aspek manfaat, dan evaluasi 

kinerja anggaran atas aspek konteks. Dari 3 (tiga) jenis evaluasi kinerja anggaran 

reguler, jenis evaluasi yang menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan 

anggaran adalah evaluasi kinerjaanggaran atas aspek implementasi. Pelaksanaan 

evaluasi kinerja atas aspek implementasi dilakukan melalui pengukuran pada 4 

(empat) variabel, yaitu capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan 

konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. 

3. Kinerja Keuangan Daerah  

Kinerja keuangan daerah ialahkapasitasdaerah dalammemenuhi 

kebutuhannya dengan melakukan pengelolaandan penggaliansumber pendapatan 
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asli daerah dalammembantujalannya sistem pemerintahan, pelayanan masyarakat 

sertapembangunan daerah (Poyoh et.al, 2017). 

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) 

RKKD atau otonomi fiskal menggambarkankapasitasdaerah dalam 

mendanaikegiatan pemerintahan yang berasal dari PAD (Halim dan 

Kusufi, 2012). Menurut Mahmudi (2019) RKKD dapat diukur 

menggunakan rumus berikut. 

Pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

dalam implementasi otonomi daerah dalam Halim (2002) antara lain:  

1) Pola hubungan instruktif ialahperan pemerintah pusat lebih besardari 

pemerintah daerahdalam hal keuangan (otonomi daerah tidak 

terlaksana). 

2) Pola hubungan konsultatif ialahperanpemerintah pusat sudah mulai 

menurunsebabdaerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan 

otonomi daerah. 

3) Pola hubungan partisipatif ialah peran pemerintah pusat sudah mulai 

menurun sebab daerah tersebut tingkat kemandirian otonomi daerah 

sudah hampir terlaksana. 

4) Pola hubungan delegatifialahperanpemerintah pusat tidak ada 

sebabdaerah sudah berhasilmelaksanakan otonomi daerah. 

b. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Rasio efektivitas mencerminkan bagaimana kapasitaspemerintah 

daerah dalam merealisasikan PAD yang ditargetkan dengan penerimaan 

PAD yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) 

REKD menjelaskan perbandingan antara pengeluaran jumlah 

belanjadengan realisasi pendapatan yang diperoleh. Semakin rendahrasio 

yang diperoleh semakin bagustingkat efisiensinya. 

d. Rasio Keserasian belanja modal 

Menurut Mahmudi (2019) rasio keserasian menggambarkan 

bagaimana keseimbangan antar belanja yang berhubungan dengan fungsi 
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anggaran. Untuk mewujudkan fungsi tersebut perlu adanya harmonisasi 

belanja. Oleh karena itu analisis keserasian dapat dicari menggunakan 

rasio belanja operasi dan belanja modal.Rasio belanja operasi 

yaituperbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja 

daerahyangdapat dihitung menggunakan rumus berikut.Rasio belanja 

modal yaituperbandingan antara total belanja modal dengan total 

belanjadaerah  

e. Rasio Pertumbuhan 

Rasio pertumbuhan menghitung kapasitas suatu daerah dalam 

menjagadan menambah pencapaian yang diraih dari periode sebelumnya. 

Setelah mengetahui pertumbuhan masing-masing. 

HIPOTESIS 

Hipotesis merupakan jawaban masalah atau pertanyaan penelitian yang 

dikembangkan berdasarkan teori-teori yang perlu diuji melalui proses pemilihan, 

pengumpulan dan analisis data. Berdasarkan teori dan hasil-hasil penelitian 

terdahulu yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

H0 : Diduga tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota 

Palopo sebelum dan setelah kebijakan Refocusing anggaran 

Ha : Diduga terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota 

Palopo sebelum dan setelah kebijakan Refocusing anggaran 

 

METODE PENELITIAN 

1. Desain Penelitian  

 Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Penelitian ini ingin menentukan penyebab atas permasalahan yang terjadi, 

sehingga jenis investigasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

kausal. Studi kausal adalah studi dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari 

satu atau lebih masalah (Sekaran, 2006:165). 

 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian  
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  Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi 

mengenai data yang diperlukan. Sehingga untuk mendapatkan data atau informasi 

yang dibutuhkan oleh penulis mengenai topik pennelitian yang di lakukan maka 

penelitian ini dilakukan di Kota Palopo. 

3. Populasi dan Sampel Penelitian  

a. Populasi  

Populasi adalah sekumpulan objek atau subjek yang memiliki jumlah 

serta karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun Populasi dalam penelitian ini 

yaitu laporan keuangan Pemerintah Kota Palopo tahun 2019 dan 2020 

b. Sampel Penelitian 

Da lam penelitian ini, sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan 

sampel Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan non probability 

sampling dengan kategori Sampling Purposive, yaitu merupakan teknik 

pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini 

pertimbangan yang diambil yaitu sampel penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah laporan tahunan Pemerintah Kota Palopo tahun 2019 dan 

2020. 

4. Data dan Sumber Data 

  Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

tentang data yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber data 

yang digunakan adalah data sekunder yaitu data dari sumber kedua atau pihak-

pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, sumber data 

untuk penelitian ini berasal dari laporan keuangan Pemerintah Kota Palopo. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

  Data kuantitatif merupakan data yang berhubugan dengan angka. Data 

yang yang dikumpulkan biasanya berasal dari pertanyaan yang mengarah pada 

angka. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode Dokumentasi, 

yaitu mengumpulkan data dengan cara mencatat dokumen yang berhubungan 

dengan penelitian ini,seperti laporan keuangan tahunan Pemerintah Kota Palopo. 
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6. Defenisi Operasional Variabel 

  Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada 

suatu variabel dengan cara memberikan arti, atau menspesifikan kegiatan, ataupun 

memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut 

(Moh Nazir, 2005). Berikut Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yakni: 

Tabel 3.1 Defenisi Operasional Variabel 

 

Variabel Defenisi Indikator 

Refocusing Anggaran 

 

Refocusing anggaran 

adalah menunda atau 

membatalkan kegiatan-

kegiatan yang dianggap 

tidak lagi relevan atau 

tidak dalam koridor 

prioritas seperti 

perjalanan dinas dan 

kegiatan lainnya yang 

tidak dapat dilakukan 

pada periode darurat 

untuk direalokasi. 

1. Rasio kemandirian  

2. Rasio efesiensi 

3. Rasio belanja modal 

Sumber: Data diolah 2022 

7. Instrumen Penelitian 

Sebuah penelitian tidak bisa dilakukan tanpa adanya instrumen penelitian 

dikarenakan instrumen penelitian begitu penting untuk mengumpulkan data. 

Dalam penjelasan Sappaile, pengertian instrumen penelitian adalah alat yang 

digunakan untuk mengukur objek penelitian dan mengumpulkan data berkaitan 

dengan variabel tertentu (Sappaile, 2007:67). Kemudian, Darmadi memberikan 

penjelasannya jika instrumen penelitian adalah alat yang dipakai untuk mengukur 

informasi berkaitan dengan penelitian (Hamid Darmadi, 2009). Sementara itu, 

penjelasan lebih lanjut dijelaskan oleh Sukarnyana bahwa instrumen penelitian 

adalah alat atau tools yang dipakai untuk mengumpulkan data guna memecahkan 
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segala permasalahan yang dibahas dalam penelitian (I Wayan Sukarnyana, 

2002).  

Dokumentasi adalah jenis instrumen penelitian yang digunakan untuk 

mendapatkan data atau informasi dalam bentuk arsip, dokumen, buku, dan laporan 

yang bisa dipakai untuk mendukung hasil penelitian.  

8. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses di mana peneliti membawa struktur dan makna 

ke kumpulan data yang dikumpulkan. data kualitatif dan kuantitatif memiliki 

karakteristik yang berbeda sehingga memerlukan metode analisis yang berbeda 

pula. Data kuantitatif didasarkan pada makna yang diperoleh di mana data yang 

dikumpulkan adalah numerik dan standar dan analisis dilakukan melalui 

penggunaan diagram dan statistik. dalam membantu penelitian ini dalam 

menganalisis data, penulis menggunakan program SPSS for Windows version 25.0 

sebagai alat analisisnya. 

a. Uji Deskriptif  

Masyhuri (2008) menjelaskan bahwa penelitian yang bersifat 

deskriptif merupakan penelitian yang memberi gambaran secermat mungkin 

mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Yang 

termasuk dalam analisis data statistik deskriptif adalah penyajian data melalui 

tabel distribusi frekuensi, tabel histogram, mean dan skor deviasi. 

b. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji 

normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi variabel dependen, variabel independen atau kedua-duanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak (Santoso, 2000). Pada uji t 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila 

asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah 

sampel kecil.  

Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-

parametrik Kolmogorov- Smirnov (K-S). Uji tersebut digunakan untuk 

mengetahui tingkat signifikansi dari data apakah terdistribusi secara normal 



14 
 

 

atau tidak. Sujianto (2009) Menjelaskan dasar pengambilan keputusan pada 

uji Kolmogorov-Smirnov (K-S), yaitu: 

1) Jika nilai probabilitas nilai signifikansi > 0,05 berarti data berdistribusi 

normal. 

2) Jika nilai probabilitas nilai signifikansi < 0,05 berarti data tidak 

berdistribusi normal Uji Asumsi Klasik  

c. Uji Beda Dua Rata-Rata  

Uji hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah independent 

sample t Test. Alasan pemilihan alat uji ini karena t Test merupakan suatu uji 

dari keseimbangan dua distribusi populasi. Uji t Test ini digunakan unuk 

mengetahui apakah terdapat perbedaan antara dua kelompok sampel yang 

diteliti. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Menurut 

Singgih (2004) syarat penggunaan t Test yaitu :  

1) Data berjenis interval dan rasio 

2) Jumlah sampel 2  

3) Hubungan antar sampel harus bebas.  

Uji beda t Test dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan 

antara dua nilai rata-rata dengan Standar error dari perbedaan rata-rata dua 

sampel atau secara rumus dapat dituliskan sebagai berikut:  

   
                                                 

                                              
 

Standar error perbedaan dalam nilai rata-rata terdistribusi secara 

normal. Jadi tujuan uji t-test beda adalah membandingkan rata-rata dua grup 

yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. Apakah kedua grup tersebut 

mempunyai nilai rata-rata yang sama ataukah tidak sama secara 

signifikan.(Ghozali, 2006;55). 

 Dengan ketentuan sebagai berikut dibawah ini: 

1) Jika nilai probabilitas atau Sig. (2-tailed) < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima (Diduga terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah 

Kota Palopo sebelum dan setelah kebijakan Refocusing anggaran). 
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2) Jika nilai probabilitas atau Sig. (2-tailed) > 0,05, maka Ho diterima dan 

Ha ditolak (Diduga tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah 

daerah Kota Palopo sebelum dan setelah kebijakan Refocusing anggaran)  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis Rasio Keuangan 

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan 

hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya 

sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat 

pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki 

suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain untuk dilihat 

bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah 

daerah lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan hasil yang dicapai 

dari periode sebelum Refocusing yaitu tahun 2019 dengan periode setalah 

Refocusing tahun 2020. 

a. Rasio Kemandirian 

Rasio kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah 

daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan 

pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi 

sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.  

Untuk mengukur rasio ini penulis menggunakan persamaan sebagai 

berikut: 

                    
                                

                                   
       

Sehingga Perhitungan Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kota 

Palopo tahun 2019 dan 2020 sebagai Berikut : 

      
                       

                         
                

      
                       

                           
                

Berikut hasil perhitungan rasio kemandirian Kota Palopo sebelum 

dan setelah refocusing dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Dilihat dari tabel tersebut maka untuk rasio kemandirian pemerintah 

Kota Palopo pada tahun 2019 rasio kemandirian sebesar 16,56 % yang artinya 

cukup rendah karena berada pada kisaran 0–25 %, pada tahun 2020 

mengalami peningkatan sebesar 18,84 %.  

b. Rasio Efesiensi 

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output 

dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. 

Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. 

                 
                     

                    
        

Kinerja pemerintah daerah Kota Palopo pada tahun 2019 dan tahun 

2020 berdasarkan rasio efisiensi adalah sebagai berikut : 

      
                         

                           
                

            
                        

                        
                 

Berikut hasil perhitungan rasio efesiensi Kota Palopo se sebelum dan 

setelah refocusing dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 Rasio Efesiensi Kota Palopo 

Tabel 4.1 Rasio Kemandirian Kota Palopo 

Tahun 
Pendapatan Asli 

Daerah 

Total Pendapatan 

Daerah 

Rasio 

Kemandi

rian 

Keterangan 

2019 Rp.167.052.191.6

90 

Rp.1.008.646.058.

790 

16,56 % Rendah 

Sekali 

2020 Rp.189.592.384.3

08 

Rp.1.006.012.489.

608 

18,84 % Rendah 

Sekali 
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Tahun 
Realisasi 

Pengeluaran 

Realisasi 

Penerimaan 

Rasio 

Efesiensi 
Keterangan 

2019 Rp.1.011.204.68

3.790 

Rp.1.008.646.058.

790 

100,25%   Tidak 

Efesien 

2020 Rp1.106.452.239

.608 

Rp1.006.012.489.

608 

109,98% Tidak 

Efesien 

 

Dari tabel tersebut bisa kita lihat bahwa rasio efesiensi Kota Palopo 

mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 100,25% menjadi 

109,98% pada tahun 2020 yang mengindikasikan tidak efesien tentunya 

akan berdampak kurang baik bagi pemerintah Kota Palopo, karena kurang 

efesiennya perintah daerah Kota Palopo dalam belanja daerah untuk 

memperoleh pendapatan. 

c. Rasio Belanja Modal 

Rasio belanja modal menggambarkan bagaimana pemerintah daerah 

memprioritaskan alokasi dananya pada belanja modal. Belanja modal 

merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal 

yang sifatnya menambah aset tetap/invetaris yang memberikan manfaat lebih 

dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah penguluaran untuk 

biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa 

manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. 

                                
             

                    
        

Kinerja pemerintah daerah Kota Palopo pada tahun 2019 dan tahun 

2020 berdasarkan rasio belanja moda adalah sebagai berikut : 

      
                      

                        
                

      
                      

                        
               

Berikut hasil perhitungan rasio belanja modal Kota Palopo sebelum 

dan setelah refocusing dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.3 Rasio Belanja Modal Kota Palopo 

Tahun Belanja Modal Total Belanja Daerah 
Rasio Belanja 

Modal  

2019 Rp.220.611.094.4

64 

Rp.1.011.204.683.790 21,81% 

2020 Rp.333.443.777.7

05, 

Rp.1.106.452.239.608 30,13% 

 

Dari tabel tersebut bisa kita lihat bahwa rasio belanja modal Kota 

Palopo mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 21,81% menjadi 

30,13% pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi 

persentase dana yang dialokasikan pada belanja pelayanan publik (belanja 

modal) maka dana yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana 

ekonomi masyarakat cenderung semakin besar, dan sebaliknya. 

2. Analisis Data 

a. Uji Normalitas 

Sebelum dilakukan uji statistik terhadap hipotesis, terlebih dahulu 

dilakukan uji normalitas data yang bertujuan untuk menentukan metode alat 

uji hasil penelitian. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test. 

Hasil uji normalitas data Kolmogorov-Smirnov Test sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 3 

Normal Parameters
a,b

 Mean -.0000002 

Std. Deviation 97717128.74528

493 

Most Extreme Differences Absolute .348 
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Positive .348 

Negative -.249 

Test Statistic .348 

Asymp. Sig. (2-tailed) .010 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. Significance can not be computed because sum of case weights is 

less than 5. 

Suatu data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih 

besar dari 0,05 (Ghozali, 2006). Uji dua sisi digunakan untuk menguji apakah 

kinerja keuangan daerah sama atau berbeda antara daerah sebelum Refocusing 

dan selama Refocusing. Hasil uji normalitas data menunjukkan bahwa data 

yang digunakan dalam perhitungan rasio kemandirian, rasio efisiensi dan 

rasio belanja modal berdistribusi secara normal. Hal tersebut dapat diketahui 

dari nilai Asymptatic Significance (2-tailed) lebih besar dari 0,05 sehingga 

semua variabel lolos uji normalitas data. 

b. Uji Beda  

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa angka rasio 

keuangan dan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi 

normal, sehingga alat statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui 

perbedaan kinerja keuangan sebelum dan setelah pemekaran adalah statistik 

parametrik dengan alat uji t dua sampel berpasangan. Dari pengujian statistik 

yang dilakukan oleh peneliti menggunakan software SPSS, hasil yang 

diperoleh sebagai berikut:  

Tabel 4.5 Uji Beda Rata-rata 

 Rasio 

Kemandirian 

2019-2020 

Rasio 

Efesiensi 2019-

2020 

Rasio Belanja 

Modal 2019-

2020 

Asymp. Sig. 0.04 0.00 0.01 
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(2-tailed) 

Sumber: Data Diolah, 2022 

Berdasarkan  tabel tersebut,  berikut  penjabaran  hasil  uji  uji beda 

rata-rata dari setiap variabel penelitian: 

1) Dalam  rasio  kemandirian  keuangan,  didapatkan  nilai Asymp.sig  (2-

tailed) sebesar  0,04<0,05 sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  terdapat 

perbedaan   rata-rata   tingkat   Kemandirian   Keuangan   sebelum   dan   

saat kebijakan refocousing di Kota Palopo. 

2) Dalam  rasio efesiensi Keuangan,  didapatkan  nilai Asymp.sig  (2-tailed) 

sebesar  0,00 < 0,05 sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  terdapat 

perbedaan   rata-rata   tingkat   Kemandirian   Keuangan   sebelum   dan   

saat kebijakan refocousing di Kota Palopo. 

3) Dalam  rasio belanja modal keuangan,  didapatkan  nilai Asymp.sig  (2-

tailed) sebesar  0,01 < 0,05 sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  terdapat 

perbedaan   rata-rata   tingkat   Kemandirian   Keuangan   sebelum   dan   

saat kebijakan refocousing di Kota Palopo. 

Pembahasan 

Pandemi Covid-19 telah mengguncang perekonomian dan kehidupan 

sosial masyarakat. Hal ini terutama pada kegiatan pemerintahan yang menyangkut 

pelayanan harus mengalami imbasnya. Kebijakan pelaksanaan Refocusing 

anggaran dalam rangka menanggapi efek pandemi memberikan banyak pengaruh 

dan dampak terhadap seluruh elemen pemerintahan khususnya di daerah. 

Pelaksanaan kebijakan ini bertujuan untuk percepatan penanganan masalah 

kesehatan, stabilisasi ekonomi dan normalisasi tatanan kehidupan sosial 

masyarakat. Namun tujuan baik tersebut tidak serta merta bernilai positif. Dalam 

pelaksanaannya, terdapat banyak kendala dan masalah maupun temuan dilapangan 

baik terhadap lingkungan pemerintahan maupun bagi perangkat dan jajaran 

pelaksana kerja pemerintah daerah secara khususnya.  

Oleh sebab itu penting adanya partisipasi nyata dari seluruh elemen dan 

struktur pemerintah serta masyarakat dalam menyukseskan kegiatan ini agar 

senantiasa dalam perencanaannya dalam menghasilkan nilai positif terhadap 



21 
 

 

kesejahteraan bersama rebudgeting tidak dapat dijadikan satu ukuran untuk semua 

yang dalam hal ini adalah keberhasilan Refocusing anggaran terhadap 

penyelesaian masalah pandemi saat ini. Diperlukan yang namanya pendekatan dan 

penyesuaian kebiasaan baru seperti yang diserukan yakni new normal sebagai cara 

berperilaku dalam kehidupan sosial dimasa pandemi yang berkepanjangan. 

rebudgeting ataupun refocusing selayaknya diterjemahkan dalam peraturan dan 

rutinitas yang konsisten baik secara kontekstual maupun kehidupan perpolitikan 

sebagai sarana pembentuk kebijakan yang spesifik.  

Refocusing anggaran dalam prosesnya menunjukan karakterisitik yang 

sama dengan proses rebudgeting terhadap anggaran-anggaran sebelumnya yang 

diteliti oleh peneliti sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Paul Forrester dan 

rekannya di Amerika Serikat. Namun penekanannya terdapat pada kualitas dan 

kuantitas dari anggaran tersebut, hal ini menjadikan rebudgeting atau Refocusing 

antara anggaran yang satu dengan lainnya terlihat berbeda dan unik. Refocusing 

secara signifikan mengubah arah kebijakan publik, terutama dimasa pandemi hal 

ini menawarkan perlindungan nilai ekonomi dan nilai sosial yang secara 

umumnya mengalami ketidakpastian secara materil maupun moril. 

Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan kinerja keuangan daerah 

Kota Palopo yang dicapai dari periode sebelum Refocusing yaitu tahun 2019 

dengan periode setalah Refocusing tahun 2020. Dengan melihat rasio 

kemandirian, rasio efisiensi dan rasio belanja modal.  

1. Perbedaan   Tingkat  Rasio Kemandirian   Keuangan   Sebelum   

dan   selama kebijakan refocusing di Kota Palopo 

Rasio kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah 

daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan 

pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi 

sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Berdasarkan hasil 

analisis yang dilakukan peneliti diperoleh nilai rasio kemandirian 

pemerintah Kota Palopo pada tahun 2019 sebesar 16,56 % yang artinya 

cukup rendah karena berada pada kisaran 0–25 %, pada tahun 2020 

mengalami peningkatan sebesar 18,84 %.  Berdasarkan hasil uji beda rata-
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rata didapatkan  nilai Asymp.sig  (2-tailed) sebesar  0,04<0,05 sehingga  

dapat  dikatakan  bahwa  terdapat perbedaan   rata-rata   tingkat   

Kemandirian   Keuangan   sebelum   dan   saat kebijakan refocousing di 

Kota Palopo. 

2. Perbedaan   Tingkat   Rasio efisiensi Keuangan   Sebelum   dan   

selama kebijakan refocusing di Kota Palopo 

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan 

antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi 

penerimaan daerah Rasio efesiensi Kota Palopo mengalami peningkatan 

dari tahun 2019 sebesar 100,25% menjadi 109,98% pada tahun 2020 yang 

mengindikasikan tidak efesien tentunya akan berdampak kurang baik bagi 

pemerintah Kota Palopo, karena kurang efesiennya perintah daerah Kota 

Palopo dalam belanja daerah untuk memperoleh pendapatan. Berdasarkan 

hasil uji beda rata-rata  didapatkan  nilai Asymp.sig  (2-tailed) sebesar  0,00 

< 0,05 sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  terdapat perbedaan   rata-rata   

tingkat   Kemandirian   Keuangan   sebelum   dan   saat kebijakan 

refocousing di Kota Palopo. 

3. Perbedaan   Tingkat   Rasio Belanja Modal Sebelum   Dan   Selama 

Kebijakan Refocusing Di Kota Palopo 

Kemudian Rasio belanja modal menggambarkan bagaimana 

pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja modal. 

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/invetaris yang 

memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di 

dalamnya adalah penguluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya 

mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas 

dan kualitas aset. Rasio belanja modal Kota Palopo mengalami peningkatan 

dari tahun 2019 sebesar 21,81% menjadi 30,13% pada tahun 2020. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase dana yang 

dialokasikan pada belanja pelayanan publik (belanja modal) maka dana 

yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi 
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masyarakat cenderung semakin besar, dan sebaliknya. Berdasarkan hasil uji 

beda rata-rata  didapatkan  nilai Asymp.sig  (2-tailed) sebesar  0,01 < 0,05 

sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  terdapat perbedaan   rata-rata   tingkat   

Kemandirian   Keuangan   sebelum   dan   saat kebijakan refocousing di 

Kota Palopo 

 

. 
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Simpulan 

Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai 

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo Sebelum dan Setelah 

Kebijakan Refocusing Anggaran maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

nilai rasio kemandirian pemerintah Kota Palopo pada tahun 2019 sebesar 16,56 % 

yang artinya cukup rendah karena berada pada kisaran 0–25 %, pada tahun 2020 

mengalami peningkatan sebesar 18,84 %. Sedangkan rasio efisiensi Kota Palopo 

mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 100,25% menjadi 109,98% pada 

tahun 2020 yang mengindikasikan tidak efesien tentunya akan berdampak kurang 

baik bagi pemerintah Kota Palopo, karena kurang efesiennya perintah daerah Kota 

Palopo dalam belanja daerah untuk memperoleh pendapatan. Sedangkan rasio 

belanja modal Kota Palopo mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 

21,81% menjadi 30,13% pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan pada belanja pelayanan publik 

(belanja modal) maka dana yang digunakan untuk menyediakan sarana dan 

prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin besar, dan sebaliknya. 

Berdasarkan hasil pengujian statistik uji beda menunjukkan bahwa rata-rata rasio 

kinerja keuangan daerah sebelum dan setelah Refocusing terjadi perbedaan dalam 

aspek kemandirian daerah, efisiensi, dan belanja modal. 

 

Saran  

Berikut beberapa saran yang penulis harapkan bisa dijadikan bahan 

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya serta perusahan, antara lain:  

1. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan beberapa hal yakni 

memperluas dan menambahkan variasi variabel yang diduga dapat 

mengukur kinerja keuangan Kota Palopo. 

2. Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian yang sama disarankan  

selain menggunakan data sekunder juga menggunakan data primer. Peneliti  

selanjutnya disarankan melakukan penelitian pada Pemerintah Daerah 

berbeda. 
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